
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURA..~ BUPA TI PRINGSEWU 
NOMOR 16 TAHUN .2018 

TENTANG 

SALINAN 

PENILAIAN, PENGENDALJAN DAN PEMA~TAUAN RISil{O 
DI UNGKUNGAN PEMERTNTAH KABUPATEN PRINGSEWU 

Menimbang 

Mengingat 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATl PRJNCSEWU, 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan 
pengelolaan keuangan d.an kekayaan Negara./ 
Daerah di lingkungan Pcmcrintah Kabupatcn 
Pringsewu, perlu menerapkan penilaian dan 
pengendalian risiko dalam rangka mendukung 
pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara 
efektif dan efisien; 

b. bahwa berdasa.rkan Pera.turan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Si~tem 
Pengendalian Intern Pemerintah perlu adanya 
upaya untuk rneningkatkan kualitas Penerapan 
!-1enilatan, Pengendalian dan Pemantauan Risiko; 

c. bahwa berdasaikan pertimbangan sebagaimana 
dimak~ud rniliun l1uruJ a dan b, perlu 
menetapkan Peratul"an Bupati tent:a.ng Penila.ian, 
Pengendalian dan Pemantauan Risiko di 
Llngkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu~ 

L Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih cum Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism~ (Lembaran 
Negara Republik Indonesia iahun 1999 Nomor 
75, Tambahrui Lembaro.n Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun ?.00'.\ t,-nbng 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembara.n Nii:gar~ Repuulik Indonesia. Non1ol 
4286); 

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 200-1 tentong 
Perbendah.araan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia 
Nomur 4355) i 



4. Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
I'emer:iksaan Pengeluhiail dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negru-a Republik 
I:1.donesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahal'l 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pru.1.g:sewu di Pruvinsi 
Lampung (Lembarsn Nf!gara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran 
.l'\egara Republik Indonesia Norn or 4932); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembenlukaii Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran t-'egara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4932); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nu111ur 244, 
Tambahan Lr.mharan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tuhun 2015 (Lembanm Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaxan Negara Republik lndonesi11 Nomor 
5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi .,emerintahan (1.embaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan I.P.mharan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Trunbnhan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia .Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 1'ah11n 2005 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (1.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

11. Peratu.ran Pemerint:ah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negat·a 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun ?.017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomnr 73, Tainbahan Lembaran Negara. 
Republik Indonsia. Nomor 6041); 



Menetapkan 

13. l'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tenlang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 IBerita 
.Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
3010); 

14. Peraturan Mtmteri Dalam Negeri Nomor 8U 
Tahun 2015 tentang Pembentulmn Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 
Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan 
Penyeleugg.u-aan Pemerlntahan Daerah Tahun 
2018 (Berita Negaza Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1608); 

16. Peraturan Daen;h Kl'lbupaten Pringsewu Nomor 
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pdng~wu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); 

17. Peraturan Dupati ?i-ing:;ewu Nomor 42 Tahun 
2016 tfmtar,g Organisasi dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah, Kedudukan. 
Susunan Organisasi, Tugas Pokok F'ungsi dan 
Tata Kerja Sekretartat Daerah, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, lnspektorat, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Rupati 
(Berita Daerah Ka.bupaten Pringeewu Tahun 
2016 Nomor42); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANO PENIL'\IAN, 
F'ENOENDALJAN DAN PEMANTAUAN RISIKO DI 
LTNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PRINOSEWU. 

BABI 
Kl!.'TENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan l::lupati ini, yang dirnaksud dengan: 

l. uaerah adaiah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

3. Bupati ade.Iah Bupati l'ringsewu. 



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabup1:1le11 P.rin~wu. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingka.t OPD ruialah organ:isasi pada Pcmcrintah 
Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. 

6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Kepa]a OPD adaJah pejabat 
daerah yang memegang jabatan Ketua sesulli 
peraturan perundang-undangan. 

7. Risiko adEllah kemungkinan terjAdinya !mRtu 

peristi\1,-a. yang berdampak negatif terhadap 
pencapaian tujuan. 

8. Pemilik risiko adalah Orang atau jabatan dalam 
suatu entitas yang mempunyai kewenangan 
untuk melaku.kan penilaian, peng~ndE1JiDn dan 
pemantauan risiko. 

9. Penilaian risiko m~nJpRkan kegiatan identifi.kasi 
dan analisis terhadap peristiwa yang mungkin 
menghambat pencapaian tujuan di tingka.t 
pe111e1u1cah daerah dan tujuan di tingkat 
kegiatan. 

10. Pensendal:ian rieiko 
mengelola risiko yang 
tuju.an. 

adalah upaya untuk 
menghambat pencapaian 

11. Pemantauan risiko adalah proses kegiat.an untuk 
melihat sejauh mana risiko dapat dikendalikan 
dengan baik. 

BAB JI 
TUJUAN, MANFMT PENERAPAN PENILAIAN, 
PENGENDALIAN DAN/PEMANTAUAN RISIKO 

Pasal2 

Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan 
Risiko dt llngkungan Pemerintah Kabupaten 
Prinssewu bertujuan untuk: 

a. meningkatkan pencapaian tujuan dan 
peningkatan kinerja; 

b. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan yang 
berlaku; 

c. meningkatkan pengamanan aset; 

d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
penggunaan sumber daya organisasi; 

e. meningkatkan keandalan Laporan Keuangan; dan 

f. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan 
keputusan. 



PasaJ3 

Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan 
risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pringsewu memillki manfaat untuk: 
a. meningkatnya perencanaan, kincrja, dan 

efektivitas organisasi; 
b. meningkatnya mutu informasi untuk 

pengambilan keputusan; d.an 
c. merungkatnya akuntabilitas dan guvenumce 

organisasi. 

BAB Ill 
PENERAPAN PENILAIAN, PENGENDALIAN 

DAN PEMANTAUAN MJSIKO 

Pasa14 

Setiap Pimpinan di lingkungi:1n Pemerintah 
Kabupaten Pringsewu wajib melakukan proses 
Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko 
dalam rangka pencapiiliu1 ti.tjua.n. 

Pasal 5 

I 1 I Proses PPniJeien, Pengendalian dan Pemantauan 
Risiko dilaksanakan melalui taha-pan: 
a. penetapan tujuan (konteks), yang dilakukan 

dengan cara menjabarkan tujuan, 
memle.lini:!likan parameter internal dan 
ekstemal yang akan dipertimbangkan dafam 
mengelola risiko, serta menet.apkan cakupan 
dan kriteria Iisiko untuk proses selanjutnya; 

b. identifikasi risiko, yang dilakukan dengan 
ciu-ct mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan 
konsekuensi da.ri peristiwa risiko yang do.pat 
menghalangi., menurunlcan, atau menunda 
pencapaian tujuan organisasi; 

c. analisis dan evaluasi risiko, yang ditakukan 
dengan cara menentukan tingkat konsekuensi 
(dampak) dan tingkat kcmungkinan terja.dinya 
berdasarkan kriteria dengan 
mempertimbangkan pengendaJian yang ada. 
Kemudian dila.kukan pengambilan keputusan 
mengenai perlu tidaknya upaya pengendi:tliar1 
risiko lebih laniut serta penentuan prioritas 
pengendaliannya; 

d. pen.ge:ridaJian risiko, yang dilakukan dengan 
mengidentifikasi berbagai opsi penger1daJian 
risiko yBng mungkin ditcrapkan dan memilill 
satu atau lebih opsi pP.ng,mcialiat'I risiko, 
diJanjutkan dengan penyusunan Rencana 
Tindak Pengendalian (RTP) risiko, dan 
p~.Jak8aruu:m rencana pengendallan ~but; 
dan 



e. pemantauan risiko, yang dilakukan terhadap 
seluruh ii.spek clari proses penilaian dan 
pengendalian risiko. 

(21 Proses Penilaian. Pengendalian dan Pemantauan 
Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditera.pkan dalam suatu siklus berkeJanjutan dan 
teiintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. 

(31 Setiap siklus sebagairoan<1 dimaksud pada ayat 
(21 mempunyai periode penerapan selama I (satu) 
semester. 

(4) Proses penilaian dan pengendalian risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) harus 
menyatu dalam hudaya organisasi dan 
disesueikan dcngan proses pcngclolaan keuangan 
daerah yakni yang terdiri dari perencanean, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pemeriksaan dan 
pettan~ungjawHb.m. 

{5) Proses Penilaian. Pengendalian dan Pemantauan 
risiko dilakukan pada: 
a. tingkat Pemerintah Daerah; 
b. tingkat Organisasi Perangkat Daerall; <hil1 
r.. tingkat Kegiatan di Organi.sasi Perangkat 

Daerah. 

(6) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan 
Risiko dilakukan dengtm menggunokan aplikasi 
berbasis teknologi informasi. 

BAB IV 
PEl\,DLIK RISIKO DAN PENGORGANISASJAN 

Pasal6 

(1) Peroilik Risiko meliputi Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan, Pejaba.t Struktural di lingkungan 
Organisasi t'erangkat Daerah dan Bupati. 

(2) PP.milik Risiko Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
adalah Bupati namun dalaro pelaksanaa.nnya 
didelegasikan kepada Sekretaris Daerah sebagai 
koordinator pengelolaan Risiko di Pemerintah 
Kabupa.ten Pringsewu yang mempunyai tugas 
mengkoordinasikan proses penilaian, 
pengendalian dan pemantauan Risiko pada 
Pemerintah K.a.bupaten Pringse\\-u. 



(3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan tugas 
kepada. OPD yang ditunjuk untuk 
menguonlinal!likan dan melakukan pemantauan 
proses penilaian dan pengendelian risiko di 
~ngan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

(4) Inspektorat melakukan pengawasan atas 
pcncrapan pengelolaan Risiku pada Pemerintah 
K11h11paten Pringsewu. 

(5) Pengawasan sebagaimana. dimaksud dalam ayat 
(4) dapat dilakukan melalui asistensi/ 
pendampingan, validasi, n:viu, evaluasi, audit 
atau bentuk pengawasan intern IAinnya. 

(ti) Hasil pengelolaan Risiko dapat dijadikan dasar 
bagi Inspeklurat dalam menyusun perencanaan 
clan mela.ksanakan pengawa.san berbasis risiko. 

PslAAI 7 

(1) Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pringsewu wajib melaksanakan Proses Penilaian, 
Pengendsli@n dan Pemantaunn Risiko pada unit 
kerja .masing-masing dengan efektif. 

(2} Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
mcngadmini15tra&ikan basil Prose8 Penilaian, 
Pengendalian clan Pemantauan Rfaiko di 
lingkungan unit kerja ma.sing-masing. 

Pasal8 

(1) Penilaian dan Pengend.alian Pcmantauan Risiko di 
lingkungan Pemerintah Kahupaten Pringsewu 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
f'eraturan ini. 

(2) Bentuk-bentuk Fonnulir seba.gaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terptsahkan dari Peraturan ini. 

(3} Pengembangan lebih )$1njut dalam bentuk 
kebijakan dan/atau petunjuk teknis penerapan 
Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko 
yang lebih rinci a.lean diatur lebih lanjut oleh 
Bupati. 



LAMPIRANl PERATURAN EUPA'TI PRINGSEWU 
NOMOR 15 ~'.C."iI~ 2J18 
TANGGAL : 2 s".pril 2:J18 

PENILAIAN DAN PENGENDAIJAN RISIKO 

L KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN R£SIKO 

I a 

1 
Ill ... 
J 

SeCaI'll umum, kebijakan PeniJaian dan Penger>dalian Risiko 
Provinsi/Kabupaten meliputi: 

a. Kebijakan Skala Risiko Pemerintah Daerah 
Level risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau 
dimcnai, yaitu lew:l kemungkinan te1jadinya 1·isiku wui level 
d!'lmpak (konsekuensi) risiko. Kedua dnnensi. teniebut harus 
dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersa.maan daJa.m 
penentuan level risiko. Level kemungkinan terjadmya risiko, level 
dampak, dan level rislko masing-masing menggunakan :, (limaJ 
skala tingkatan (lcvc~. Pencntuan level risiko I"emerintah Daerah 
beserta dengan urutan prioritasnya menggunBkBn matriks 
Analisis Risiko sebagaimana di bawah ini: 

Matrika ~J~ ... 

4nelfe:I• 1 2 3 4 5 
Rlako Tidak R"'nd.11h M~nP.ngah Resar Sangat 

5z5 Siimifikan S:itmiffkan 
HlllDpir 

5 pasti 5 10 15 20 25 
taiadi 
Sermg 

4 4 8 12 16 20 teriadi 

3 Kadang 
3 6 9 12 ]5 t.eriadi 

2 Jarang 
2 4 6 8 10 tedadi 

Hampir 
1 tidak 1 2 3 4 5 

teriadi --
b. Kriteria Risiko Pemerint.ah Daerah 

Kriteria Risiko merupakan parameter atau ukuran, baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan 
ievt:l .keruungkinan terja.dinya Rislko dan level dampak atas suatu 
Risilro. Penentuan kriteria Risiko haTl.ls memperhatikan regulasi 
yang ada dan aspirasi pemangku kepentingan. 

OrgtUiisa~i harus mampu menyusun kriteria Risiko yang akan 
digunakan untuk mengevaluasi tingkat bahoyo. suatu Risiko. 
Kriteria Risiko dapat mencerminkan nilai-nilai organisasi, sasamn 
organisasi, dan dampak terhadap sumber daya yang dimiliki 
organisasi. 

Beberapa kriteria lain dapat ditambahbn dari aspek hukum dan 
peraturan perundangan telah ditetapkan. Kriteria Risiko harus 
disusun pada awal penerapan Proses PeniJaian. dan Pengendalian 
Risiko dan harus ditinjau ula11g secan.l uerk.:!Ja, ::ierta disesuaikan 
df!Tlgan perubahan kondisi organi&asi. 



Beberapa fnktor yang perlu diperhatikan pa~ saat menyusun 
kriteria Risiko antam lain: 

11 .iertis dan sifat dari dampak yang munglcin terjadi serta. 
bagaimana mengukumya; 

2) bagaimana menetapkan kemungkinan terjadinya; 
3) kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampak; 
4) bagajmana menentukan peringkat Risiko; 
SJ pada peringkat manakah Risiko dapat diterima atau dapat 

ditolcransi; 

6) pada pcringkat ma.11alu1h Risiko memerlukan pengendalian; 
dan 

7) apakah kombinasi dari herbagai ma.cam Risiko perlu 
mendapatkan pertimbangan khusus. 

Penyusunan kritcria ini terutama dipe.-lukau dan akan digunakan 
pada tahap analisis Risiko. Kritf!Tia yang pt"rlu dibuat antara lain: 

l) kriteria kemungkinan terja.dinya Risiko (likelihood/frequency), 
yaitu besamya peluang a.tau frekuensi suatu Risiko akan 
terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan 
statistik (probability), frekuensi kejadianpersatuan walrtu (hari, 
minggu, bulan, tahunJ, atau dengan expert.judgement. 

Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana. terdapat pada tabel di 
bawahini: 

....._-=l.B=c.:."=si.=v=M=o=-=•=-=o=K='=•~u=-......... ---:,--_-_-_-==rc;a:,n:·;;RL\;;;;~KE-•-o-■-GKill~-AK---- l 
• Kemungkinan terjadinya sangat jarang 

(kw·ang dw·i 2 kali Wllam 5 tahun); llaapiit Tidak Tujadl 
(1) 

JIUIUlg Terjadi 
(2) 

• PerRr.nta!'IP. lcem ungkinpn terjadinya 
kurang dari 5% dari volume transaksi 

-l---~de!!:l~a~o:i _1 periode. ____ . __ 
• Kemungkinan. terjadi.nya. J=ig (2 kali s.d . 

10 .kalidalam 5 tahun); : 

• Persentase kemungkinan terjadinya 5'¾~ 
s.d 10% dari volume transaksi dalain 1 
periode, . ____ . -,,----. . 

i • Kemun.Rkinan terja.dinya cukup sering (di 1 .............. I .... , .... ~ .......... m • ... ..,, 
13) • Persenta.se kemungkinan terjadinya di : 

atas 10"/o s.d 2()0/., cklri volume transaksi 
----·· .. . .. dalarn 1. periode. 

• Kemungkman terjaclinya sering (di etas 18 
kali 11.d 26 ladi dalam 5 tahUnJ; 

• Persentase kemungkinan terjndinyn di : 
atas 20% s.d 50% dari volume transaksi 

--+--dalaJn 1 periooe. 
• Memw1gk.i.tllu1 t.c:1jadinya sangat senng (di 

Ramplr Puti Tezjadl , al.lls 26 kali d0lam 5 tahunJ; 
IS) i_ Persent.ase kemt>T\gkioan terjadinya lebih : 

dari 50% dari volume transaksi dalam 1 . 
riod ' . ~ e. . ____ ·---- I 



').J Kri~ria dampak {ccnsequenccs), yaitu area dampak apa So1:1.j1:1 yang 
perlu dijadikan kriteria untuk peni]aian tinggi renrb1hnya akibat dari 
suatu Risiko, misalnya kerugian finansial, penurunan repurasi, 
penurunan kinerja, tuntutan hukum, dan Jain-lain. Contoh kriteria 
drunpak scbagaimana terdapat pad..i tabel di bawah ini: 

i.e-1 AnaDunpu 
-pd: ~, Pallllbal BeneJreo llamkta.. (hqp.., jP.i..-• fidu 

ha.Jiapa •eaatlf Lhlpupa pe11c,ap1U11A ~ .. ~ Kbuaa&u htah ... J - ........ -.. ~ .. rr-.•t•t-
atnt.- Hul&lam 

fldd: J1.:uulah Publikasl K<!ru&akan Terdapat i'm<apai Selun,h JumJQh 
•iplftba lmrugian negatif di . lingln111,tall '1ambatan an Wllf:l Jenn~~ "1Jfl1"'11''\n 

(11 sRp.10 lingkungan : yang pett<apaian knerja at:as huk;.un 
Juta arau int.:rnai be<-31'ti ... tu Jl{TJ ~ 1~(, kctidak l>U>U 
jumlah Pemerinlah pada dalaJQ satu eesuaia,n temuan 

' 

peuyi:,, Pro~si w'l!)Lul' .......-an terhadap i<etldak I 
pangm Lampung cresa/ Stl'alegi,l akuntansi patuhan 
S$ ka.l, atauOPD kelurahan dapat dari 
dalam ni...-lc-&ai lemb-
setahun kan berwo 

IMlll)g S 5 
tali 
dalam 
oatu 
periode 

a.....w. Juwi..h Mw,culnya Kentl!lekan Ter<tapat P,neapai Seluruh Jumtah 
12) keru£ian publkasi lingkunga,, hamOatan an target koreksi twttutan 

lebili dari ncgam di yang pencapaian kinerja di a•.asa hukum 
! Rp.10 Media hP.T"Arti lebil, dari ,.,, .. , kctidak CltDU 

Juta s.d Lob! pada satu nm 80%, s.d sesuaian temuan 
Rp.!:O ~])Aten JiD&knp tuaU&lll lYtU IOOC"/o trrhadap ketidak. 
Juta atau kecamatan sa&aran aluntansl patul\An 
jumlab stratef!i,> dapat dari 
penyimpa difW!l~i J...,b,oga 
ngan lean berwe 
IP.l.\ilt dari 

lm.llK di 
5 s.d.10 e.tas 5 
lwi &d 15 
d.alam kali 
setahlln dalaJn ..... 

periode 
•e-lllClh Jumlah Pernbmtaan Kentsakan Terdepat Pe:1capai Seluruh Jwnlah 

1a1 kwugj~n negafif df ~ 'bf\lnbuton ...., fflJ"gct k&t--=-k:si (,1,111luU:UJ 
lebib dari 11:edia yang pencapaian ldnerja di ala3 bulrum 
Rp.50 .,,...,... berard Jobih satu atu kelichok,ie alau 
Juta s.d lokal pada IKU dalam 50% s.d suaia,, temuan 
Hp.100 lingkup d1.ta 80% terhadap ketidak 
Juta e.tau Kabupar.m •1tam.n fllU.lrtbuHi pstuh<ut 
jumlah / Kot:a S!rategis dapat dari 
penyim tlwdeWQ kml»&a 

-pangan kan berwo 
JebJh clarl nang di 
10 s.d.15 a!'l:l:c. 15 
kali s.d 30 
d"lam li,ill 
setahun dalam 

satu 
periode 



Le-1 ANaDuapal, 
Duapu 

R&.upm/ Pl&Mlbal ..,....... llambataD Gu .... Pela,...... Ticld: 
Pca:,,lapa ••aaW' Llapmlpa peDe&palaa i,,.~ KeuqpA IPatabDJ ... s-n.o l'.iQrja tu 

Stnte• Hamm -- Jumlah \fnfl<'tWlya Ken,,oakan Tenl<>J>at Pcn..,J?Ai Scluruh J....,W, 
(41 kerugian publika.ai linjijrungan hambabn a.-i target koreksi tunn:itan 

lebih &.,; ncgati! di Y"'-'11 penc:ap1er kiner:ia <11 atas hukwn 
Rp.100 Medi" buarti lebih ...tu ata.s ketidabe atau 
Juta s.d Nasional pada IKU dalam 25% s.d suaian temuan 
Rp.5(10 linglcup ~ 50% terhAdap k"'tidak 
Jura atau Provinsi sasaran skun~si patuhar. 
jllmlah ~llnt~gb w,p<d dart 
penyinpa cliselesaia lembaita 
lilll lebill kan be""e 
dari 15 """3 s.d. 20 sejum 

""" :..i, di 
dalam ata& 30 
""'-"hi.ID o.d 50 

ka.li 
dalam 
30tu 
J)Criode 

.... S-.t J\Ulllah Munculnya Km..sakan Terdapat ~DCElpai Selutuh Jumlah 
ISJp!abD kerul!!,Wl publlkasl linglru~gan hambatan an mget lcoreksi twltU!Mn 

(51 negaro. neptif di Y""l& pencapai11n kinE>rja ala.: huku.n 
lebih dari Media berarti Jebih satu ,s;Z5% ketidakse atay 
Rp.500 lnternasm _... IKU daJnm :,.uu.,n !~uan 
Jura atau n.a1 linglrup Jebih c<Ui ierhadap keticak 
j\1.WLd1 ancar liga akuntanai patuhan 
penyinl provinai oasaran do.pa! dari 
pagan stratcgje disel,gai lembaga 
lebill dari kan .......,_ 
20 kali .g lebih 
d"1am <Ian 50 
setahllll kali 

daJQm ...... 
l"'riode 

c. Kategori Risiko 
Kategori Risiko sangat penting dalam menja.min idf!ntifikasi Risiko 
yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. 
Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan 
organisaai. Kategori Risiko 1ni.11imal di Pemerintah Daerah adaJah 
sebagaimanA tabel di bawah ini: 

•o. ...... Kate.cod )!;lslko 

1. Ri:iiko Operasional Risiko yang disebabkan: 
Deflmd ~ 

• ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya 
proses internal, kcsaJahau WHJLUSia, dan • 
~aJan s~tem: 

• adanya lrejadian ekstemal yang mempengaruhi 
operasionaJ organisasi; 

• adanya tuntutan huk:um dari luar kt:pttda . 
o:,-ganise$i. 



l!ro. I Katepd PSd•o I . Doftmid..,....,. __ _,~ 
2. Risiko Fiimnsial • Riaiko yang c&ebabkan oleh titlak Lercapainya target 

_Jpendapatan dAen1h, nlP.h kegaga]an dalam 
. pcnyerapan belanja daerah, tidak sesuai proyeksi · 

I 
(propo.rsionaJitas penyerapanJ dan pembiayaan. 

3. Risiko Strategis J Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan 
organisa.81 dal.a111 mengambil keputusan dalam 
memilih stmt.egi, 'ketidakr.epatan atau t:idak 
dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta 
kegagalan dalam mengantisipasi penibaban 

t--4-.--+ Risiko Fraud 

--• m.,. .... , OOUp, p<rubahan "'"""' ! sosial;politik, ,!An ekonomi. 
-----,1---

R i 11 i lc o yAng timbul le.arena kecurangan y=g 
disengaja yang merugikan keuangan negara. Fraud , 
meliputi: pengelapan aset [barang milik negara atau 

gratifikasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan 
.kinerja dan keuangan. 

5. , Risiko Kepatuhan 

,.._ ...., _,. ....,, '""""" (•wv-•~•~-1 
Risiko yang tilnbul aki __ be_t_o_r_ga_n-isasi tidak mematuh.i 
dan/atau tidak melaksanuan peraturan perundang-

7, 

undangan dan ketentuan Y311f! berlaku. Sumbcl' 

...... "'"""""" ~- lain Umbul """"'i kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum 
tcrbadap ketentuan maupuu pemturan perun.dang
undangan yang berlaku umum. 

'Risiko Reputa_s_i ___ Risiko yang d.isebabkan ol.,:h -me-.n-l-ln-m-nya .. tingkat: 

kepercayaan pemangku .kepentingan ekstemal yang , 
llersumber dart pe~psi negatif terhadap orgarusasi. I 

Rtsfko Ungkungan----<>-i<isiko yang disebabkan oleh ekstemal terkait rlengan l 
i$U lingkungan. 

---- .. ---- ·----·· . 

d. Se1era Risiko Pemerintah Daerah 

ll'o. 

L 
2. --3. 
4. 

Selera Risiko Pemerintah Daerah merupakan kebijakan yang 
mcnjadi acuan dalan1 m~nentukan apakah suatu Risiko perlu 
ditangani atau tidak. Selem. Risiko mencenninkan bagaimana 
organisasi menyeimbangkan efisiensi. pertumbuhan, ha.sil dan 
Resiko. 

Penetapan sclera Risiko dapat Dicontoh~ ~ebagaimana tahle di 
bawah ini: 

.Kategori Rfslko Besaran Rfatko Ybll Barus ! 

- ~ Risikn O""'rasional ;i,. 4 -Risiko Finansial .. .:4 
Risiko Strategis I .: 4 . .. --. ' Risiko Fraud : .: 1 .. . . 

: .5. .i Rfank.u KeJJa.tUhan 
[-:::6_-_. -+-R_1_· m_'ko Reputasi 
L_7 .. Risiko Lin~ungan . 1 



2. PROSES PENILAJAN DAN PENGF.NOAUAN RISil{O 

Prose:s Pen.ilaian dan Pengendallan Risiko merupakan praktik 
pP.nilaian dan penger,dsJian yang bersifat sistemetis, mulai dari 
penetapan tujuan, identirlkasi risi.ko, analisis dan evaluasi tisikn, 
pengendalian risiko, serta pemantauan (monitoring). 

Proses Peniliuan dan Pengenda1ian R;siko dilakukan oleh pim.pinan 
dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Proses Penillllail dan 
Pengendalian Risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan 
pl-O$CS P""'"il1:tian dan pengendallan secara keseluruhan, menyatu dan 
disesuaikan dengan proses bisnis organioo.si. 

Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko dilaksanakan melalui 
tahapan sebagai berikut: 

a. Penetapan Tujuan 
Penetapan Tujuan dihtlcukan dengan cara menjabarkan tujuan 
disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang telah 
ditetapkan. Untuk level pemerintah daerah clisesuaikan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
untuk periode 5 (limn) tahun dan Rencana Kerja Pemerint.w, 
Daerah (RKPD) ataupun Anggaran Pendstp::ibm dan Belanja 
Daerah (APBD) untuk periode tahunan. Untuk level OPD 
disesuaikan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk periode 5 
(lima) tahunan dan R~ncauia Kerja (RenjaJ OPD atau Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) untuk periode tahunan. 

b. ldentifikasi Risiko 
Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengid,mtifikasi 
kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang 
dapat menghaJangi, menurunkan, atau menunda pencapaian 
tujuan organisasi. 

c. Analiai:s dan Evalua.i;i Risiko 
Am:ili&is Risiko dila.kukan dengan cara. menentuknn tingkat 
konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko 
berdasarkan Kriteria Risiko, dengan mempertimbangkan 
keanoalan sistem pengendalian yang ada. Selanjutnya evaluasi 
risiko dilakukan untuk membantu dalam peug;,tmbilan 
keputusan mengenai perlu tidalcnya clilakukan upaya 
pengendalian risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas 
penanganannya. 

d. Rencana Tindak Pengendaliar, (Penanganan Risiko) 
Rencana Tindak Pengendaliantiilakukan dengan mengidentifikasi 
berbagai opsi Pengendalian Risil(o yang mungkin diterapkan dan 
memilih satu atau lebih opsi Pengendalian Risiko yang t.ermik, 
dilanjutkan dengan penyusunan rencana Pengendalian Risiko, 
dan peJaksanaan rencana pengendalian tersebut. 

e. Pemantauan {rrwnitoring) 
Pemantauan dan n~viu dilakukan terhadap seluruh aspek dari 
Pro..Y.& Penilaian clan Pengendalian Risiko. 



LAMPIRAN II PERATIJRAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR : 16 ~1::1rJ 2>11'! 
TJ\NGGAL : 2 -\_ld1 2010 

BRNTUK-RF.NTUK FORMULIR 

A FORMULIR PENETAPAN TUJUAN 

1. FORMULTR PEN~TAPAN 'MJ,IUAN TING.K.ol\.T KEGIATAN 

NO TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN %BOBOT PE:MILIK RISIKO PEMILIK RISIKO 2 PEMILIK RISIKO 3 
OPD OPD OPD KEGIATAN 1 

TI:RHADAP 
SASARAN NAMA JABATAN NAMA JABATAN NAMA JABATAN: OPD I ..... 

-

2. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

so TUJUANOPD SASARANOPD 

-······ 

3. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN TINGKAT PEMERINTAH DAERAH 

NO VISIPEMDA MISI PEMDA TUJUAN PEMDA l 
I SASARAN PEMDA SASARAN OPD 

I . -·· 
.. 



R. FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO 

l, FORMULIR DAFTAR RISIKO TINO KAT KEOIATAN 
-···· 

U: PEMil.IK ··-· NO SASARAN PROGRAM KEGIATAIII T PERIODE PERNYA SUMBER K PENYEBAB DAMPAK PENGEND SISA 
01'D 01'D A TMN R ,;tISJKO RISIKO 0 AUJ\N YG RISIKO 

H RISIKO A N. ADA 
u I T: 

' N A R; 

N 10 
'L ·--

[ 

2. FORMULIR DAFTAR RISIKO TINOKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

NO 8ASA1MN TAHUN PERIO PERNYAT URAIAN l'EMILIK SUMBER KONTROL PENYEBAB DAMPAK PENOENDI\LI/\N SJSA 
OPD DE MN RISIKO RlSIKO YANG ADA RISIKO 

RISIKO 
; 

f 

3. FORMULTR DAFTAR RISTKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH 

NO SASA JAHUN PERIO PERNYATAAN URAIAN IPEM:LIK I SUMBER KONTROL PENYEBAB DAMPAK Pl'.:NOENDALIAJ\' YC, ADA SlSA 
RAN DE RISIKO I RISIKO RISIKO Kl81KU 

PEMDA 
1 

J 

i ' 
; 



4. PETA RISIKO 
1. PETA RISIKO TINOKAT .KEQIATAN 

·--- ·------------111 
• 

f 3 ' 

: I_ ----- --
• 
·····-··- ·····---·-···-·--·-· ..... . . ... ·-· - ----·----- .... -. ' 2 ' • 

2. PETA RISIKO TINGKAT ORGANISASl PERANGKAT DAERAH 

1---
' 

.... , • • ~· '.~ . , ., • 
•--- ·····-··--·--- ...... ·--···-----, . . 

\ 



3. PETA RJSIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH 

J 
.. ,,:,_,t ____________ Pl! 

~ 

f 
l , -

! 0 .... 

• 

5. FORMULIR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 

1. FORMULIR RENCANATINDAK PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGCATAN 

NO I SASA PROO KEOIA r P IPERNYA KEMUNO DAM TINC: RENCANA JAU <'.KNANO ;KEMUNG IDAMPAK TINGK.o\T OPS! 
RAN RAM TAN A E' TAAN Kl'.IIAN PAK KA'!' 'l'TNl)AIC WAL OUNG KINAN J (RENCA RISIKO PENGEN 

! OPD OPD OPD :i R RISIKO (RENCA (REN RISIKO ?ENGE~ (BU JAWAB (RENCA i NA) IREN DALl!\.N 
u I NA) CANAJ (REN DALIAN LANJ NA) 8~T.KLAH CANAi [JA/ 
'.II 0 CANAi RISTl(O SETE.LAH PENGEN SE':'ELAH TIDAKJ 

D PENGEN DALIAN PENGE:N 
E UAI.JAN D.o\LIAN 

I 
' 

' ' ' • 



2. FORMULIR RENCANA TINDAK PE:NGENDALIAN RISIKO TINGKo\T ORGANISASl PERANGKAT DAERAH 

NO SASA T p TPERNYATMN KEMUNGKI DAM TING RENCA ~;'DWAL PENANG I KEMUNGKI I DAMPAK TINGKhT 01'S1 
RAN A El :USIKO NAN PAK KAT NA 1(BUI.AN) JUNGJA : NAN ' (RENCA RISIKO PENGENDA 
Ul'D H H (RENCANA) !REl{CA RISIKO TINDAK ; ; WAB • (RENCANA) NA) (RENCANA) LIAN 

u I NA) (REN PENGEN / ' SETELA!i SETELAH SETELAH (Y /\/TIDJ\K) 
N 0 CANA) DAUAN PENGENDA PENGEN PENGENDA 

: I) ' RISIKO LIAN DALIAN Llo\N ' ; ' ! ; 'E 
! ; 

l l - ! -
i 

3. FORM:ULIR RENCANA TINDAK PENGENDAUAN J:{lSIKU TINUKAT PEMERINTAH DAERAH 

NO SASARAN T p PERNYATAAN KEMUNG DAMP ITINOKAT RENCA JAD p KEMUNOKJ DAJ\IPAK TINC,KAT OPSJ 
PEMDA A B RISIKO KINA;,J AK RISIKO NA WAL E NAN (RENCANA) RISIKO PENGENDA 

H RI (RENC.'\N (REN 1 (RENCA TINDAK (BULAN) N (RENCANA) SETELAH (RENCANA) LIAN 
u 0 A) CANAi l NA) PENG EN A SETE:LAH PENGENDA SETELAH (YA/TIDAK) 
N D ' DALIAN N PEI\GE;,i LIAN PBNOENDA 

B R;SJKO 0 DA:..IAN LIAN 
G ; : 

i u : 

' :N i 
G 
J 
A 
w 

I A ! 
' B 



6. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENOEIXDALIAN 

1. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGE:'fDALIAN TINGKAT KEGIATAN 

]NO SASARAN PRDG KEGIATAN T PERI PER KEMUNG RENCA TIKG RENCI\N/\ RENCAN/\ REN KEMU:'l DAM DEVIASI REKO f 
OPD RAM OPD A ODE NYA KINAN NA KAT 11NDAK TINGKAT CANA GKINAN PAK (REN MEN 

! OPD H TMN (RENCA (REN RISI PENGEN KEMUNG TING AKTUAL AKT CANA DASI 
:.J RISI NA) CANA) KO DALIAN KINAN KAT U/\L DIKUR.\ 
s KO (RE:-.IC RJSIKO DAMP NGI 

ANA) AK AKTUALI 
! 

2. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TINGKAT OROANISASI PERANGKAT DAERAH 
·--··--· 

TIP NO SASA PERNYATAAN ,CEMUNOKI RENCA 'IJNGKAT RENCANA RENCANA REN KEMUNG DAM DEVIASI REKOMBN 
RAN A!E RISIKO NAN NA RISIKO TIN'DAK TINOKAT CANA KINAN PAK (J.<1!:NCA UASI 
OPD H R [RENCANAI (REN (REN PENGEND KEMUNC: TING AKTUAI. ATCT NA 

I u I CANA) CA~A) : ALIAN KINAN KAT UAL nna.:RA I 
N 0 RJSIKO DAMPAK NC:1 

D AKTUAL) 
E 

t '. 

f ' i 

\ 



BABV 
KETEN1'UANPENUTUP 

Pasal 9 

Per.ttu.ran Bupati in1 mulai berlaku pada tanggaJ 
diun<iangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan 
penempata.nnya Wllam Berlta Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tangga] : 3 j,:?ri l 20 10 

Diteto.pkan d i Pringscwu 
pa.da tanggal : 2 \pril 201 e 

BUPATI PRINGSEWU, 

dto 

SUJAUI 

SEKRF.'T'ARTS nAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDIMAN PM 

BERITA DAERAH KABUPAIBN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOJ< : 16 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

~~, 
IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Pringsewu: http://jdih.pringsew ukab.go.id/ 



.!-'roses Penilaian dan Pengendalian Risi.ko diterapkan dalam suatu 
si.kl.us berkelanjutan. Sctiap siklus mempunyai periode penerapan 
selama 1 (se.tu) semester_ Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko 
dilakukan pada setiap tingkatan organisasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah. Tingkatan tersebut meliputi : 
a_ Tingkat Pemerintah Da.erah; 
b. Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPDJ; 

BUPATJ P~IIJGSEWU, 

dto 

StJ.JAOI 



NO 

3. 1:<'0RMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENCENDAUAN TING KAT PEMERINTAII DAERAH 

.5!ASA T p PERNYA KEMUNG RE:iCA TING 
RAN A E fAAN KINAN NA KAT 
f'EM H R RISIKO iRENCA (REN RISI 

DA u I N.-.1 CANA) KO 
N 0 (REN 

D 
E ' 

CANA) 

RENCANA RENCA!fA ~El'iCA~A 
TINDAK TINGKAT TINOKAT • 
PLNOEN KEMUNG DI\MPAK 
DALIAN KINAN 
RJSIKO 

.. 

KEMUNG 
KINAN 

AKTUAL 

DANPAK DE:VJASI REKOMEN 
AICTUAL [RENCANA DASI 

DIKURANO: 
AKTUALI 

! 

BU?ATI PRINGSEWU, 

dto 

SUJADI 

JD I H Kobup.:itcn Pri ngscwu : http://j di h. pringscwuk:ib.go. id/ 
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